





A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan  
1. Pengertian Manajemen 
Dewasa ini, kegiatan dan kebutuhan manusia semakin kompleks dan  
bertambah. Oleh sebab itu manusia membutuhkan manajemen sebagai jalan atau 
alat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, perlu dipahami 
makna dari manajemen itu sendiri.  Menurut Terry (Hariri et al., 2016: 2) 
manajemen merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatannya dalam ilmu 
pengetahuan secara berurutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Sedangkan menurut Koontz (Hariri et al., 2016: 2), manajemen adalah seni 
menyelesaikan sesuatu melalui orang lain secara formal terorganisasi dalam 
kelompok. Hasibuan (Hamiyah, 2015: 2) mendefinisikan manajemen sebagai 
sebuah seni atau ilmu yang digunakan untuk mengatur sumberdaya manusia 
(human resorce) atupun lainnya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam arti 
lain, manajemen diartikan sebagai pengelolaan usaha, kepengurusan, 
ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan 
organisasi. Dalam kegiatan pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi dalam 
kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan (Mulyono. 2016: 
18). Manajemen pendidikan memiliki dimensi antara berbagai disiplin ilmu seperti 
sosial, politik, ekonomi, budaya dan sejarah (Basari, 2018: 888). 
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 Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai fungsi khusus yang 
harus dilakukan. Fungsi manajemen menurut G.R. Terry meliputi planning 
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan 
controlling (pengawasan). Fungsi manajemen merujuk pada pemikiran G. R. Terry 
(Hariri et al., 2016: 5-10) sebagai berikut: 
a. Planning (perencanaan) 
Perencanaan merupakan tahapan pertama dari fungsi manajemen. 
Perencanaan dapat diartikan sebagai penetapan tujuan, budget, policy 
procedure, dan program pada suatu organisasi. Perencanaan pada fungsi 
perencanaan berguna untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai, 
menetapkan biaya dan menetapkan segala kebijakan yang akan dilakukan.  
Perencanaan biasany ditetapkan melalui berbagai kegiatan termasuk 
pengembangan tujuan. Dengan demikian, fungsi perencanaan dalam 
manajemen yaitu untuk mewujudkan berbagai tingkat pengambilan 
keputusan. Dengan demikian memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan ini dapat menghasilkan ide-ide tambahan 
yang menawarkan wawasan berharga ( Schraeder, 2014: 53). 
Handoko (2016:24) mendefinisikan perencanaan sebagai proses 
memilih atau menentukan strategi, kebijakan, serta program yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Koontz, H., et al. 
(1984: 64) “planning is deciding in advance what to do, how to do it, when 
to do it, and who is to do it” (perencanaan adalah pengambilan sebuah 
keputusan di awal yang meliputi: apa yang harus dilakukan, bagaimana 
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melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya). 
Dengan demikian, perencanaan akan memberikan kejelasan arah bagi setiap 
kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kegiatan dapat didilaksanakan 
dengan efektif dan efisien. 
Hani Handoko (Hariri dkk, 2016: 6) mengemukakan empat tahap 
dalam perencanaan yaitu (1) menetapkan tujuan; (2) merumuskan keadaan 
saat ini; (3) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; (4) 
mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Selain itu, tahap-tahap 
perencanaan juga disampaikan  oleh Handoko (2016:80) berikut: (1) 
menetapkan tujuan, prencanaan dibuat atas keputusan yang diinginkan atau 
dibutuhkan oleh organisasi. Dengan dibuatnya tujuan maka sumber daya 
yang ada akan dapat digunakan secara efektif. (2) Merumuskan keadaaan, 
perumusan keadaan sangatlah penting guna menganalilis posisi organisasi, 
dalam perumusan keadaan dibutuhkan informasi keuangan dan data statistik 
yang didapat dari proses komunikasi. (3) Mengidentifikasi kelemahan dan 
hambatan, mengidentifikasi kelemahan dan hambatan akan memberikan 
kemudahan pada organisasi dalam mengukur kemampuan  organisasi dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (4) Menggembangkan rencana, pada 
tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi: pengembangan alternatif 
kegiatan, penilaian alternatif sampai pada pemilihan alternatif diantara 





b. Organizing (pengorganisasian) 
Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Husaini 
Usman (2013: 170) mendefinisikan pengorganisasian sebagai “penyusunan 
struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya dan 
lingkungan yang melingkupinya”. Selanjutnya pengorganisasian 
(organizing) menurut Koontz, H., et al. (1984: 64) adalah “people working 
together in groups to achieve some goal must have roles to play much like 
the parts actors fill in drama, whether these roles are ones they develop 
themselves , are accidental or haphazard or are defined and structured by 
someone who wonts to make sure that people contribute in spesific way to 
group effort (orang-orang yang bekerja bersama dalam kelompok untuk 
mencapai suatu tujuan harus memiliki peran untuk dimainkan seperti halnya 
para aktor mengisi peran dalam drama, apakah peran ini adalah peran yang 
mereka kembangkan sendiri, tidak disengaja atau sembarangan atau 
ditentukan dan disusun oleh seseorang yang tidak ingin memastikan bahwa 
orang berkontribusi secara spesifik pada upaya kelompok). 
Menurut Pardjono (Hariri et al. 2016: 8), pengorganisasian merupakan 
sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai 
tujuan tertentu, pelaksanannya dengan membagi tugas, tanggung jawab, 
serta wewenang dalam kelompoknya. Pengorganisasian pada dasarnya 
merupakan upaya untuk melengkapi rencana yang telah dibuat dengan 
membuat pembagian tugas untuk pelaksananya. Seperti yang dijelaskan 
oleh Handoko (2016: 24) pengorganisasian merupakan proses 
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pendelegasian wewenang kepada individu guna melaksanakan tugas-tugas 
yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengorganisasian seorang 
pemimpin (leader) seyogyanya mengetahui dan memahami job 
spesification (sifat pekerjaan) dari masing-masing personil yang akan 
diberikan jabatan dalam organisasi. Kemampuan penempatan jabatan 
merupakan bagian dari pengorganisasian (Tim Dosen Administrasi 
Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2017: 94). Pengorganisasian 
yang dilaksanakan dengan baik akan menjadikan organisasi tersebut dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah pengorganisasian 
menurut Mulyono (2016: 27) adalah (a) memahami tujuan institusional, (b) 
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai 
tujuan, (c) kegiatan yang sejenis dikelompokkan dalam satu unit kerja, (d) 
menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja, (e) 
menetapkan jumlah dan kualifikasi setiap unit kerja, dan (f) menentukan 
hubungan kerja antar unit. Selanjutnya, Pinedo (Lunenburg, 2010: 1-2) 
mengemukakan bahwa fungsi pengorganisasian administrasi harus menjadi 
sumber utama untuk aspek penting pengendalian internal ini. Alur kerja dari 
karyawan ke karyawan tidak boleh bersifat duplikasi, tetapi pekerjaan 
karyawan kedua harus memberikan pemeriksaan pada pekerjaan yang 
pertama. 
c. Actuating (pelaksanaan) 
Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok 
sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 
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tujuan organisasi. Pelaksanaan merupakan usaha untuk merealisasikan 
perencanaan dengan berbagai pengarahan. Fungsi pelaksanaan menekankan 
pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam 
organisasi. Penggerakan/pelaksanaan adalah usaha untuk menjadikan 
perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai tahap motivasi 
agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, 
tugas dan tanggung jawabnya. Covey, Stepehen (Rohman & Fanani, 2017: 
57) ada hal penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan, bahwa staf akan 
termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika (a) merasa yakin akan mampu 
mengerjakan, (b) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi 
dirinya sendiri, (c) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas 
lain yang lebih penting/mendesak, (d) tugas tersebut merupakan 
kepercayaan bagi yang bersangkutan dan hubungan antar staf dalam 
organisasi harmonis. 
d. Controlling (pengawasan) 
Pengawasan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan 
organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati dan 
mengukur segala kegiatan pelaksanaan dan pencapaian hasil dengan 
membandingkan standar yang terlihat dalam perencanaan. Robin dan De 
Cenzo (1995) mendefinisikan controlling atau pengawasan sebagai proses 
pemantauan dan pengoreksian setiap kegiatan untuk memastikan bahwa 
kegiatan tersebut tidak menyimpang dan dilaksanakan sebagaimana 
perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, Stoner & Winkel (Rohman & 
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Fanani, 2017: 67) mendefinisikan pengawasan berarti para manajer 
berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan. 
Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju ke arah yang salah, para 
manajer berusaha untuk mencari penyebabnya dan mengarahkan kembali ke 
arah tujuan. Controlling merupakan hal yang sangat penting dalam fungsi 
manajemen. Peroses pengawasan konsisten pada tiga langkah yang terpisah 
dan berbeda-beda seperti: (1) mengukur kinerja (measuring performance), 
(2) membandingkan kinerja dan standar kerja (comparing performance), (3) 
melakukan manajerial untuk memperbaiki kesalahan (correcting 
deviations).  Hal serupa juga di jelaskan oleh Handoko dalam bukunya yang 
berjudul Manajemen, bahwa pengawasan mempunyai peran atau fungsi 
sebagai evaluasi (evaluating),  pujian (appraising) serta koreksi 
(correcting), namun kata pengawasan atau controlling lebih umum 
digunakan karena lebih mencakup konotasi penetapan standar pengukuran 
kegiatan. Selain itu, Zhang (2009: 149), mengemukakan bahwa tujuan dari 
kontrol (controling) dalam manajemen adalah untuk menguji apakah sistem 
berjalan normal dan berkembang sesuai dengan tujuan strategis. 
Selanjutnya, Handoko (2016: 356) membagi tipe-tipe pengawasan 
menjadi tiga bagian yaitu (1) pengawasan pendahuluan (feedforward 
control), pengawasan ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalis 
penyimpangan atau kesalahan dari perencanaan atau tujuan.  Pengawasan 
ini secara aktif mendeteksi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. (2) 
Pengawasan “concurrent”, pengawasan ini dilakukan saat kegiatan sedang 
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dilaksanakan (concurrent control) pengawasan ini biasa dikenal dengan 
istilah pengawasan “yes” “no” screening control atau berhenti-terus. (3) 
Pengawasan umpan balik (feedback control), pengawasan ini dilakukan 
setelah kegiatan dilakukan, pengawasan ini juga dikenal dengan sebutan 
past-action control. Dalam pelaksanaanya pengawasan ini cenderung 
bersifat historis karena pengawasan dilakukan setelah dilaksanakannya 
kegiatan. 
2. Pembiayaan Pendidikan (educational funding) 
Biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun 
bukan uang sebagai tanggung jawab terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Ferdi 
(2013: 568) mendefinisikan “biaya sebagai bentuk pengeluaran dalam satuan mata 
uang yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.” Biaya 
pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa yang maupun bukan 
uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, 
pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai 
secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, 
dikonsolidasikan dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara 
efisien dan efektif (Martin, 2014: 8). 
Levin (Fattah, 2017: 8) pembiayaan sekolah adalah proses dimana 
pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan 
mengopersionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan 
yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik 
pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. 
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Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik 
untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Biaya 
pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah 
institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan 
oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/dosen, 
kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara 
berkembang), perubahan kebijakan dari pendapatan (revenue theory of cost). 
Penghitungan alokasi biaya pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan 
pendidikan dan biaya satuan. Komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan 
sarana prasarana pendidikan seperti ruang belajar, ruang laboratorium, 
perpustakaan, alat pengajaran, dan lain-lain. Di dalam analisis biaya, komponen 
ini dirinci sampai kegiatan terkecil untuk dapat ditentukan jumlah dan biaya 
satuannya. 
Fattah (2017: 7) dalam menghitung biaya pendidikan, faktor input dan 
output dari pendidikan serta proses yang ada di dalamnya yang dikaitkan dengan 
program pengurangan biaya peningkatan efisien dapat dihitung menggunakan 
teknik cost analysis (1) productivity measurement atau analisis cost-effectiveness 
atau (2) analisis cost-benefit. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat 
mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk 
individu tersebut ataupun untuk mesyarakat secara luas. Isi lain yang berkaitan 
dengan biaya pendidikan adalah perbedaan pengeluaran anggaran di bidang 
pendidikan di negara maju dengan negara berkembang, perbedaan biaya 
pendidikan baik di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Selain itu juga 
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perbedaan biaya untuk pendidikan ternasuk investasi pendidikan terkait dengan 
program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan 
sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan 
mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi 
tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat 
pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan dan lain-lain. 
Penghasil di sektor pendidikan adalah mereka yang mempunyai fungsi sebagai 
pelayan pendidikan untuk menghasilkan lulusan  sekolah yang bermutu. 
Pandangan yang paling dekat mengenai penerapan konsep biaya dalam bidang 
pendidikan adalah terdapat tiga bentuk kesulitan ketika mengidentifikasi kegiatan 
pendidikan yaitu masalah produksi pendidikan, perhitungan ekonomis terhadap 
pendidikan dan fokus utama pendidikan sebagai pelayanan masyarakat. 
Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi 
bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Konsekuensi dari berbagai 
peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda terhadap pembiayaan pendidikan, 
yaitu (a) keputusan siapa yang akan dididik dan berapa banyak jasa pendidikan 
dapat disediakan, (b) keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik, (c) 
keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan dan (d) keputusan 
tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung 




a. Macam-Macam Biaya Pendidikan 
Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dipaparkan 
berikut ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut 
mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah 
RI No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 3 ayat 1  
disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, 
biaya operasi dan biaya personal. Adapun biaya investasi yang dimaksud 
diatas meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, serta pengembangan 
sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Selanjutnya biaya personal, 
biaya personal disini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masing 
masing peserta didik guna untuk mengikuti proses pembelajaran. Biaya 
operasi satuan pendidikan meliputi: biaya gaji pendidikan, bahan atau 
peralatan serta biaya operasi pendidikan tak langsung seperti biaya pajak, 
jasa telekomunikasi, uang lembur, asuransi dan lain sebagainya. Macam-
macam biaya pendidikan menurut Suhardan et al. (2012: 22-26): 
1) Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung  
Biaya pendidikan langsung (direct cost) merupakan semua 
pengeluaran secara langsung untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan (Sulistyono, 2018:213).  Biaya langsung (direct cost) 
dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Biaya langsung 
lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data 
sekolahpun tersedia. Biaya langusng terwujud dalam bentuk pengeluaran 
uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
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proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru 
dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan dan biaya perawatan. 
Biaya langusng berpengaruh pada kualitas output pendidikan dan 
penyelenggaraan kegiatan akademik lainnya. Biaya langsung dikeluarkan 
dari sistem persekolahan untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar 
juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor. 
Biaya tidak langsung (indirect cost) berbentuk biaya hidup yang 
dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, 
biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, 
melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung 
biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung 
adalah biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya, seperti 
biaya kesehatan, biaya transportasi, biaya belajar tambahan dan lain-lain. 
Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sulistyono (2018: 213) Biaya tidak 
langsung (indirect cost) merupakan pengeluaran yang dikeluarkan, yang 
mana secara tidak langsung (indirect) membantu proses berjalannya 
pendidikan seperti biaya kesehatan, transportasi dan biaya hidup. 
2) Biaya Pribadi dan Biaya Sosial 
Biaya pribadi (privat cost) merupakan merupakan biaya yang 
dikeseluruhan keluarga atau wali murid untuk pendidikan anak mereka. 
biaya pribadi (private cost) juga dikenal dengan sebutan pengeluaran 
rumah tangga (Sulistyono, 2018:213). Perbedaan besaran biaya pribadi 
(private cost) dan biaya sosial (social cost) berdasarkan bantuan atau 
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subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap lembaga pendidikan. 
Dikatakan deminikian karena, di beberapa negara ada yang mempunyai 
kebijakan untuk menggratiskan  pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) 
dan Sekolah Menengah, sehingga biaya pribadi (privat cost) hanya 
dikeluarkan untuk membeli buku biaya transportasi dan juga seragam 
(Fatah, 2017: 14). 
Biaya sosial (Social cost) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 
masyarakat, baik perorangan maupun organisasi untuk membiayai segala 
kebutuhan belajar. Biaya ini dikeluarkan oleh masyarakat sebagai wujud 
partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan 
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan orangtua saja, tetapi 
juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orangtua dan 
masyarakat. Biaya dari masyarakat di Indonesia sebelum anggaran 
pendidikan sebesar 20 persen, pernah dikeluarkan melalui BP3 dan 
melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk pendidikan dasar (SD dan 
SMP) pemerintah melarang adanya biaya tambahan selain yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20 
persen telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan karena 
biaya ini berasal dari pajak yang dipungut pemerintah untuk pembangunan 
di segala bidang, termasuk pembangunan pendidikan. 
3) Biaya Moneter dan Biaya Non Moneter  
Biaya moneter (Monetary cost) merupkan biaya yang dihitung 
berdasarkan nilai keuangan. Pengeluaran yang dimanifestasikan berupa 
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uang, baik berupa biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect 
cost) kedua biaya tersebut juga termasuk dalam biaya moneter. Biaya non 
moneter (non monetery cost) merupakan biaya yang tidak diwujudkan 
dalam bentuk nominal (uang) di sekolah, biaya non moneter meliputi 
pendapatan yang hilang dan peluang (opportunity) yang dikaitkan pada 
alokasi waktu.  
b. Sumber Pembiayaan Pendidikan 
Kegiatan pengembangan dan proses belajar mengajar di sekolah 
maupun di lembaga pendidikan sangatlah bergantung pada kekuatan 
keuangan pendidikan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka 
akan semakin banyak biaya yang harus di keluarkan oleh sekolah atau 
lembaga pendidikan. Dapat dikatakan bahwa keuangan pendidikan 
merupakan komponen masukan instrumental (instrument input ) yang 
sangat penting dalam penyelengaraan pendidikan  di sekolah. Setiap   
upaya pencapaian tujuan  pendidikan  baik   tujuan-tujuan   yang   bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang 
sangat  menentukan. Untuk itu, pengelola sekolah harus mampu menggali 
dana pendidikan dari berbagai sumber pembiayaan pendidikan.  
Balurni (Ubogu, 2018: 228), menyebutkan bahwa pendanaan 
pendidikan berasal dari berbagai sumber. Yang utama di semua tingkatan 
pemerintahan adalah pendapatan publik  dari perpajakan. Dana pendidikan 
dilaporkan didistribusikan di antara sekolah dasar, sekolah menengah dan 
tinggi dalam proporsi masing-masing 30%, 30% dan 40%. Dalam Pasal 46 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa “pendanaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat.” Pemerintah mempunyai peran besar 
atas pembiayaan pendidikan dan pengembagan sekolah. Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Berg et al. (2015: 15) pemerintah daerah seperti 
kotamadya, kotamadya, dan distrik sekolah memegang tanggung jawab 
utama untuk mendanai peningkatan jumlah sekolah dan guru selama abad 
ke-19.   
Selanjutnya, Hamiyah dan Jauhar (2015: 173) mengkategorikan 
sumber pembiayaan pendidikan menjadi empat kategori yaitu:  
1) Anggaran dan APBN (anggaran pembangunan) 
2) Dana penunjang pendidikan (DPP) 
3) Bantuan/sumbangan dari BP3 
4) Sumbagan dari pemerintah daerah 
5) Lain-lain.  
Terkait pembiayaan pendidikan, sekolah swasta tidak terlalu 
bergantung pada dana dari pemerintah berbeda oleh sebab itu sekolah 
swasta mempunyai wewenang besar atas Penyusunan Rencana Angaran 
Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS). Selain dari sumber 
pembiayaan yang telah disebutkan, pembiayaan pendidikan juga dapat 
digalang melalui usaha mandiri sekolah. Seperti halnya yang dikatakan 
oleh Hadi dan Parno (2015: 109) bahwa, usaha mandiri sekolah dapat 
menambah pendapatan ekonomi sekolah, beberapa usaha mandiri yang 
 26 
 
dapat membantu perekonomian sekolah antara lain: (1) membuat kantin 
sekolah, (2) membuat wartel sekolah, (3) membuat koprasi sekolah, (4) 
membuat lokakarya, lomba-lomba, seminar serta acara-acara yang 
menarik dengan dana dari peserta sehingga sebagian dana tersebut dapat 
disisihkan untuk membantu pendanaan sekolah. 
Terkait dengan keuangan sekolah Garner (Hadi, 2011: 108) 
menjelaskan tentang beberapa hal yang mempengaruhi secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap peningkatan keuangan sekolah: (1) 
sistem pembukuan dilakukan berdasarkan kaidah akutansi yang benar 
(accounting), (2) sekolah memiliki piagam (charter school), (3) sekolah 
memiliki daya tarik (magnet school), (4) sekolah mempunyai privasi (the 
privation of school),  (5) sistem pengelolaan sekolah dilakukan secara 
terbuka (open sistem), (6) pengelolaan berdasarkan keadaan sebenarnya 
(site-base management) pendidikan melalui berbagai sumber pembiayaan. 
3. Manajemen Pembiayaan Pendidikan 
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 
berpengaruh dalam keberlangsungan serta mutu dari lembaga pendidikan.  
Banyak lembaga pendidikan yang stagnan baik dalam pembangunan maupun 
kegiatan pembelajaran dikarenakan kurangnya pengetahuan dan penguasaan dari 
pengelola lembaga  terhadap manajemen pembiayaan pendidikan. Literasi 
keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial individu, 
rumah tangga, lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya (Riitsalu, 
2018, 188). Oleh sebab itu sangatlah penting bagi pengelola sekolah untuk 
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memahami dan menguasai sitem manajemen pembiayaan yang baik dan benar. 
Manajemen keuangan pendidikan atau biasanya juga disebut dengan pembiayaan 
pendidikan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan 
sumber, pertanggung jawaban, serta pertanggung jawaban dana di sekolah atau 
lembaga pendidikan, kegiatan yang ada di dalamnya meliputi: budgetting 
(penyusunan angaran), accounting (pembukuan), dan auditing (pemeriksaan) 
(Hamiyah, 2015: 171). Komariyah (2018: 70) mendefinisikan manajemen 
pembiayaan pendidikan sebagai “sejumlah aktivitas yang tersusun secara 
sistematis dan sistemik mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, 
pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan”. Manajemen 
Pembiayaan juga diartikan sebagai kegiatan mengatur keuangan. Sebagaimana 
yang di jelaskan oleh Benty dan Gunawan (2017:248), manajemen pembiayaan 
adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur keuangan dengan 
memanfaatkan potensi sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. 
Selain itu, Martin dalam bukunya manajemen pembiayaan pendidikan 
mendefinisikan pembiayaan pendidikan sebagai suatu proses pengalokasian 
sumber kegiatan atau pelaksanaan pendidikan meliputi: perencanaan angaran 
pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan angaran pendidikan, 
pengawasan angaran pendidikan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, 
Arwildayanto et al., (2017:5) mendefinisikan manajemen pembiayaan pendidikan 
sebagai sebuah rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses 
perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan 
sampai pada pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Manajemen pembiayaan 
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pendidikan termasuk dalam kategori manajemen pendidikan seperti yang dikatakan oleh 
Kompri (2015: 97-98), ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 
beberapa bagian: manajemen kurikulum, manajemen ketenagaan pendidikan, 
manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan 
atau pembiayaan pendidikan, manajemen administrasi perkantoran, manajemen 
unit penunjang pendidikan, manajemen layanan khusus pendidikan, manajemen 
tata lingkungan sekolah, manajemen hubungan masyarakat. Dari pemaparan diatas 
dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa manajemen pembiayaan pendidikan 
merupakan rangkaian pengaturan keuangan lembaga pendidikan meliputi perencanaan 
pembiayaan, penggalangan dana, pendistribusian, pembukuan, pengawasan, serta 
pertanggungjawaban (pelaporan keuangan lembaga pendidikan) sehingga lembaga 
pendidikan dapat berjalan dengan efektif serta unsur-unsur pembiayaan lembaga dapat 
terpenuhi secara maksimal. Manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan fungsi 
manajemen keuangan.  
a. Fungsi dan Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan 
Sulistyono dan Maisaroh (2018: 220) membagi fungsi manajemen 
Pembiayaan pendidikan menjadi tiga bagian yaitu:    
1) Anggaran (Budgetting) 
Anggaran (budgetting) adalah rencana kegiatan atau proyek yang 
mengandung pengeluaran biaya dalam priode atau jangka waktu tertentu 
(Hadi, 2011: 153). Menurut James W. Guthrie dalam bukunya yang berjudul 
Educational Administration And Policy Effective Leadership For American 
Education menjelaskan bahwa budgeting adalah dokumen yang mewakili 
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sebagai rencana organisasi untuk mengalokasikan dan menghabiskan uang. 
Selanjutnya, Fattah (Tim Dosen AP UPI, 2017: 258) mendefinisikan 
Budgeting sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif 
dalam satuan uang yang dijadikan sebagai pedoman pada pelaksanaan 
kegiatan di lembaga dalam kurun waktu tertentu. 
Angaran mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perencanaan 
(planning) pengendalian (controlling) serta evaluasi (evaluating) kegiatan 
yang ada di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Oleh sebab itu 
penyusunan  Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus 
disusun dengan benar. Hadi dan Parno (2011: 148) menjelaskan langkah-
langkah dalam penyusunan RAPBS, berikut: 
1) Menginventarisasikan rencana yang akan dilakukan 
2) Membuat rencana berdasar skala prioritas 
3) Menentukan program kerja dan rincian program 
4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program 
5) meghitung dana yang dibutuhkan 
6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana yang telah dibuat. 
Selain dari eksistensi angaran dalam pelaksanaan, perencanaan, 
pengontrolah dan evaluasi kegiatan di sekolah agaran juga mempunyai 
beberapa fungsi tersendiri seperti yang dikatakan oleh Sulistyono (2018: 
220-221), anggaran (budgetting) secara garis besar memiliki beberapa 
fungsi yaitu: (1) anggaran berfungsi untuk  pendelegesian wewenang dalam 
pelaksanaan suatu rencana. Anggaran mempunyai tanggung jawab atas 
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suatu kegiatan, (2) anggaran berfungsi untuk sarana pengawasan atau 
penilaian atas suatu penampilan. Penggunaan anggaran atas suatu kegiatan 
dapat di jadikan suatu pedoman dalam mengukur efektivitas serta efesiensi 
dalam sebuah kegiatan, (3) anggaran berfungsi untuk sistem perencanaan 
penyusunan program dan penganggaran (SP4).  
Poston (2011:32-33) menyampaikan bahwa, untuk membuat 
perencanaan angaran pembiayaan yang efektik seyogyanya rencana angaran 
harus dibuat berdasarkan beberapa langkah berikut: (1) menentukan tujuan; 
(2) mengestimasi kebutuhan di masa depan; (3) melakukan penilaian 
kebutuhan; (4) pelakasanaan rencana.   
2) Pembukuan (Accounting) 
Pembukuan (acconting) dilakukan untuk mencatat segala transaksi 
yang terjadi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Pembukuan 
digunakan untuk menggambarkan hasil dari kegiatan ekonomi, yaitu 
kegiatan yang melibatkan perubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa 
untuk dipakai. Arens & Loebbecke (Tim Dosen AP UPI, 2017: 265) 
mengemukakan bahwa pembukuan adalah kegiatan pengklasifikasian, 
pencatatan dan pengikhtisaran kegiatan ekonomi dalam bentuk yang 
sistematis dan logis yang  bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai 
keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. 
Sulistyono & Maisaroh (2018: 221) mendefinisikan pembukuan 
(accounting) sebagai segala kegiatan meliputi pencatatan atau pembukuan 
mengenai berbagai transaksi kegiatan yang ada di sekolah. Dalam sistem 
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pembukuan terdiri dari beberapa catatan akuntansi seperti buku besar, jurnal 
dan buku cek serta proses dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga. 
Dilakukannya pembukuan adalah untuk memastikan bahwa data keuangan, 
transaksi kegiatan ekonomi dan laporan-laporan yang diinput dalam catatan 
pembukuan  tercatat dengan tepat, akurat dan tepat waktu. Mulyasa (2009: 
201-203) menjelaskan bahwa pembukuan dapat di klasifikasikan menjadi 
dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan adalah sebuah 
kegiatan pembukuan atas dana pendidikan yang yang masuk kelembaga. 
Sedangkan pengeluaran merupakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pembayaran dan pembelian meliputi sarana prasarana, gaji guru, 
tanaga administrasi dan lain-lain. Pembukuan yang efektif harus mencakup 
beberapa indikator rasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Djamaludin 
(2008: 76) indikator-indikator yang harus ada dalam pembukuan yaitu: (1)  
mencegahan adanya penyalah gunaan dana pendidikan; (2) mencegah 
adanya tidak pemborosan dana pendidikan; (3) mencegah terjadinya defisit 
dana pendidikan; (4) pembuktian angaran dana pendidikan. 
3) Pengawasan (auditing)  
Pengawasan (auditing) merupakan proses pengumpulan dan 
pengevaluasian segala bukti informasi yang dapat diukur mengenai entitas 
ekonomi yang dilakukan seseorang yang berkompeten dan independen 
untuk dapat menentukan dan memberi laporan kesesuaian informasi sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jones (1985: 22) mendefinisikan 
auditing sebagai tinjauan transaksi keuangan untuk memastikan 
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keakuratannya, legalitas dan komparabilitasnya dengan praktik yang 
diterima secara umum. Data akuntansi yang menjadi pokok dalam auditing 
adalah menentukan informasi yang tercatat telah benar sesuai dengan 
kegiatan ekonomi pada periode pembukuan. Selanjutnya jenis-jenis audit 
menurut Tim Dosen AP UPI (2017: 267) yaitu audit laporan keuangan, audit 
operasional, dan audit ketaatan. Audit laporan keuangan, bertujuan untuk 
menentukan laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi 
yang terukur dan akan diverifikasi telah disajikan secara tepat dan akurat. 
Audit oprasional dilakukan untuk menelaah prosedur dan metode dari suatu 
organisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Audit Ketaatan, 
bertujuan untuk melihat apakah organisasi telah mengikuti prosedur dan 
aturan yang berlaku.  
Tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan, seperti halnya pernyataan 
Tjandra yang dikutip oleh Arwildayanto et al. (2017: 6) dalam buku Manajemen 
Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, tujuan dari manajemen pembiayaan 
adalah untuk: (1) meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan, (2) 
menciptakan pengendalian yang tepat dari sumber keuangan organisasi 
pendidikan, (3) meningkatkan efektivitas dan efesiensi keuangan lembaga 
pendidikan, (4) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga 
pendidikan, (5) mengelola dana pendidikan secara selektif supaya dana pendidikan 
dapat didistribusikan tepat sasaran, (6) menjadikan sistem keuangan pendidikan 
lembaga lebih terbuka (transparan). 
Selain itu, Hamiyah (2015: 175) menjelaskan bahwa manajemen 
pembiayaan pendidikan bertujuan untuk (1) meningkatkan efektiv
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efesiensi pendistribusian dana pendidikan, (2) meningkatkan akuntabilitas  dan 
transparansi pengelolaan dana pendidikan, (3) meminimalisir pemborosan 
penyalahgunaan angaran dana pendidikan. Guna mencapai tujuan tersebut, seorang 
kepala sekolah atau pengelola lembaga pendidikan harus kreatif dan inovatif serta 
menempatkan orang yang tepat pada posisi bendahara sehingga tujuan dapat 
tercapai.  
b. Model Pembiayaan Pendidikan 
Perbedaan geografis dari setiap negara menjadi faktor keberagaman 
model pembiayaan pendidikan  yang di kembangkan oleh suatu negara. 
Keberagaman dari model-model pembiayaan tersebut disesuaikan dengan 
kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Thomas H. 
Jones (Akdon et al., 2015: 33) membagi model pembiayaan pendidikan 
menjadi beberapa bagian, yaitu: 
a. Flat grant. Model pembiayaan Flat grant  merupakan model pembiayaan 
dengan sistem pendistribusian dana negara tanpa mempertimbangkan 
dana yang didapat dari pajak lokal (pembiayaan sama rata). 
b. Full state funding. Model pembiayaan Full State Funding ialah 
pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dengan 
menghapus perbedaan lokal secara keseluruhan baik dalam perolehan 
pajak maupun pembelanjaan. 
c. The Fondation Plan. Model pembiayaan The Fondation Plan merupakan 
model pembiayaan yang menekankan pada patokan tarif pajak properti 
minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap distrik 
sekolah lokal di negara bagian. 
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d. Guaranteed Tax Base. Model pembiayaan Guaranteed Tax Base 
merupakan matching plan dimana negara membayar presentase tertentu 
dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh distrik sekolah.  
e. Percentage Equalizing. Model pembiayaan Percentage Equalizing 
merupakan bentuk dari Guaranteed Taxe Base dimana negara menjamin 
untuk memadukan tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal 
dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada 
suatu rasio variabel. 
f. Power Equalizing. Model pembiayaan Power Equalizing merupakan 
model pembiayaan yang memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya 
untuk membayar sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong 
pemerintah negara lain.  Frakry (Akdon, 2015: 36), mengatakan bahwa 
setidaknya terdapat dua model pembiayaan yang cocok atau sesuai degan 
sistem otonomi daerah, yaitu: Flat Grants dan Equalization Grants. 
Model pembiayaan Flat Grants, faktor variasi tidak didasarkan pada 
daya beli masyarakat melainkan besaran enrollment siswa. Selanjutnya 
dalam model pembiayaan Equalization Grant, daya beli masyarakat 
(local efforts) merupakan variasi pembiayaan. Itu artinya, daerah yang 
lemah daya belinya akan mendapatkan pembiayaan (dana) lebih besar 






c. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan 
Dalam mengelola keuangan pendidikan lembaga pendidikan perlu 
untuk memperhatikan beberapa prinsip. Berdasarkan Undang-Undang No. 
20 Tahun 2003 Pasal 59  disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan 
berdasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas 
publik. 
1) Transparansi 
Transparasi (keterbukaan) merupakan prinsip yang harus dipegang teguh 
oleh pengelola keuangan lembaga. Transparansi dalam pengelolaan 
keuangan pendidikan meliputi keterbukaan dalam sumber dana pendidikan 
dan jumlahnya, rincian penggunaan serta pertanggungjawaban. Dengan 
sistem pengelolan yang transparan akan memudahkan pemangku kebijakan 
(stakeholder)  untuk mengetahui keadaan keuangan pendidikan.  
2) Akuntabilitas 
Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban, dalam manajemen keuangan 
akuntabilitas bermakna penggunaan keuangan pendidikan dapat 
dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 
bersama. Sulistiyono (2018: 217) menjelaskan, setidaknya ada tiga syarat 
yang harus dipenuhi oleh pengelola keuangan pendidikan untuk mencapai 
akuntabilitas dalam keuangan yaitu: (a) adanya transparansi pihak 
penyelenggara sekolah (mau menerima masukan), (b) standar kerja dapat 
diukur dalam fungsi, wewenang dan tugasnya, (c) partisipasi pengelola 
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sekolah menciptakan suasana kondusif, melakukan pelayanan dengan 
prosedur yang mudah dan murah. 
3) Efektivitas 
Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang sesuai dengan perencanaan 
yang telah ditetapkan. Sulistiyono (2018: 217) mendefinisikan efektivitas 
sebagai daya capai dari tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas tidak hanya 
sampai pada tujuan, namun sampai pada visi yang ditetapkan. 
B. Pondok Pesantren 
Istilah pondok pesantren merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. 
Orang Jawa menyebutnya “pondok” atau “pesantren”. Istilah pondok barangkali 
berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat 
tinggal yang terbuat dari bambu dan atau kata yang berasal dari bahasa arab “قودنف” 
artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sekarang lebih dikenal 
dengan nama pondok pesantren. Di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau, 
sedangkan di Aceh dikenal dengan nama rangkang (Yasmadi, 2002: 62). Di Jawa 
dan Madura lebih memilih menggunakan istilah pondok dibandingkan istilah 
pesantren. Sebenarnya, pengertian dari dua istilah di atas sama-sama mengandung 
makna subtansial sebagai tempat tinggal para santri. Sehingga penggunaan makna 
pondok pesantren merupakan manifestasi penguatan makna saja. Pesantren sebagai 
sebuah  “institusi budaya”, lahir atas prakarsa  dan insiatif masyarakat (Moh Ali 
Aziz, 2005). Pesantren juga dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam 
Indonesia yang secara konsisten bertujuan untuk mendalami Agama Islam dan 
mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau dalam ungkapan lain 
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bahwa pesantren adalah lembaga tafaqquh fiddīn (Prasojo, 1982: 9). mendukung 
pernyataan tersebut penelitian yang di lakukan oleh Hayah (2017: 7) disebutkan 
bahwa pondok pesantren merupakan lembaga yang konsisten dalam menanamkan 
pendidikan karakter. 
Secara terminologi, pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan 
tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, serta menghayati dan 
mengajarkan Agama Islam dengan mengedepankan moral dalam kehidupan sehari-
hari (Mastuhu, 1994: 55). Eksistensi pesantren sebagai pelopor pendidikan Islam di 
Indonesia memberi corak tersendiri terhadap peradaban bangsa dan negara. Banyak 
tokoh-tokoh besar yang dilahirkan dari pesantren, lulusan pesantren banyak 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa (Tafsir, 2002). Fatmawati (2018: 
9) membagi pesantren menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, pesantren yang 
"menawarkan" kepada siswa untuk menjadi santri, atau siswa yang berdomisili di 
Pondok Pesantren untuk menjadi siswa. Sehingga santri pondok pesantren 
berfungsi sebagai wahana studi dan pengembangan keilmuan. Kedua, pesantren 
"mewajibkan" siswa untuk menjadi santri, sehingga Pondok Pesantren siswa 
berfungsi sebagai benteng moral. Fitur pertama ini memang merupakan media 
pengembangan ilmiah, yaitu lembaga yang sengaja didirikan dengan tujuan 
mengembangkan dan menjaga kualitas ilmiah. Diantara Pondok Pesantren ini 
adalah Pesma Al-Hikam di Malang di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi, 
Pesma Al Husna Surabaya di bawah asuhan KH. Ali Maschan Moesa, Pesma An 
Nur Surabaya di bawah asuhan KH. Imam Ghazali Said, juga di kompleks elit NU 
Ciganjur, yang berada di bawah kepemimpinan KH. Kata Aqiel Siradj 
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1. Tripologi Pesantren 
Seiring degan perkembangan masyarakat saat ini maka pendidikan pesantren 
baik tempat bentuk hingga substansi telah jauh mengalami perubahan. Pesantren 
tidak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan seseorang akan tetapi 
pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan zaman. Yacub (Khozin, 2006: 101) mengatakan bahwa pondok 
pesantren dapat dikategorikan menjadi beberapa model/tipe yaitu: 
a. Pesantren Salafi 
Pesantren salafi adalah pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran 
degan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model 
pengajarannyapun sebagaimana yg lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu 
degan metode sorogan dan weton. 
b. Pesantren Khalafi 
Pesantren Khalafi adalah pesantren yang menerapkan sistem pengajaran 
klasikal (madrasi) memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga 
memberikan pendidikan keterampilan. 
c. Pesantren Kilat 
Pesantren Kilat adalah pesantren yang berbentuk semacam training dalam 
waktu relatif singkat dan biasa dilaksanakan pada waktu libur sekolah. Pesantren 
ini menitikberatkan pada keterampilan ibadah dan kepemimpinan. Sedangkan 
santri terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu mengikuti kegiatan 




d. Pesantren Terintegrasi 
Pesantren terintegrasi adalah pesantren yang lebih menekankan pada 
pendidikan vocasional atau kejuruan sebagaimana balai latihan kerja di 
departemen tenaga kerja degan program yg terintegrasi. Sedangkan santri 
mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja.  
2. Komponen-Komponen Pondok Pesantren 
Saat ini Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang 
sangat berpengaruh di kalangan masyarakat indonesia. Metode pengajaran serta 
sistem belajar yang disesuaikan dengan tantangan kehidupan dalam bermasarakat 
menjadi orang-orang berbondong-bondong untuk menyekolahkan anak mereka di 
pondok pesantren dengan harapan kelak sepulang dari pesantren anak-anak mereka 
dapat memiliki pengetahuan agama yang kuat dan akhlak yang baik serta 
bermanfaat bagi masyarakat. Seperti lembaga pendidikan pada umumnya pondok 
pesantren terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berkaitan satu 
dengan yang lainnya sampai akhirnya dapat disebut sebagai pondok pesantren. 
Dhofir (Sudibyo, 2010: 51) membagi komponen pondok pesantren menjadi lima 
elemen pokok, yaitu: Kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik. 
a. Pondok/Asrama 
Pondok pada umumnya merupakan sebuah  sebutan untuk tempat 
pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar 
dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan “kiai”. 
Pondok/asrama merupakan unsur penting karena fungsinya sebagai tempat 
tinggal atau asrama santri, sekaligus untuk membedakan apakah lembaga 
tersebut layak dinamakan pesantren atau tidak. Di pondok pesantren asrama 
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merupakan rumah kedua bagi santri dalam masa menuntut ilmu dan juga sebagai 
tempat belajar hidup bermasyarakat karena kebanyakan setiap asrama di pondok 
pesantren diisi oleh puluhan hingga ratusan santri.Adanya asrama merupakan 
sebuah diferensiasi antar pondok pesantren dengan lemabaga pendidikan pada 
umumnya, mengingat terkadang sebuah masjid atau bahkan mushollah, setiap 
saat ramai dikunjungi oleh kalangan mereka yang bersungguh-sungguh dalam 
menuntut ilmu agama, akan tetapi tempat tersebut tidak dikenal sebagai 
pesantren lantaran tidak memiliki bangunan pondok atau asrama santri. 
Selanjutnya, terdapat sikap timbal balik antar santri dan kiai, dimana santri 
menganggap kiai sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap santri 
sebagai titipan Tuhan yang senantiasa dilindungi (Dhofir, 2011: 83).    
b. Masjid  
Dalam pondok pesantren masjid merupakan unsur dasar yang harus 
dimiliki, karena ia merupakan tempat utama yang ideal untuk mendidik dan 
melatih santri, khususnya dalam melaksanakan tata cara ibadah, pengajaran 
kitab-kitab Islam klasik dan kegiatan masyarakat (Ahamad Muthohar AR, 2007: 
30). Pada umumnya di masarakat masjid hanya digunakan untuk beribadah dan 
sesekali untuk kegiatan agama seperti tablig akbar dan lain-lain, namun di 
pesantren masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah para santi dan 
masyarakat sekitar pesantren melainkan juga sebagai pusat pendidikan seperti 
sekolah diniyah (pendidikan keagamaan), syawir (musawarah) dan juga tempat 
tidur santri apabila asarama yang ditempati overload. Seperti yang di sampaikan 
oleh Zamakhsyari Dhofir (2011: 85) bahwa para kiai selalu mengajar santrinya 
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di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk 
menanamkan disiplin para santri dalam mengerjakan kewajiban agama. 
c. Pengajaran Kitab Klasik 
Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan-
karangan ulama yang menganut faham syafi’i, merupakan satu-satunya 
pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan 
utamanya ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Sedangkan para santri yang 
tinggal di pesantren untuk jangka waktu pendek dan tidak bercita-cita menjadi 
ulama, bertujuan untuk mencari pengalaman dan pendalaman perasaan 
keagamaan (Dhofir, 2011: 86). Adapun materi pengajaran yang ada di persantren 
merupakan materi pelajaran bersifat keagamaan yang bersumber kepada kitab-
kitab klasik yang meliputi sejumlah bidang studi, antara lain: tauhid, tafsir, 
hadits, fiqih, ushul fiqh, tasawuf, Bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaghah dan 
tajwid), mantiq dan akhlak. 
d. Kiai 
Kiai adalah tokoh karismatik yang diyakini memiliki pengetahuan agama 
yang luas sebagai pemimpin dan pemilik pesantren. Dalam penyelenggaraan 
pendidikan di pesantren, kiai merupakan figur sentral yang memiliki otoritas 
untuk merencanakan, mengendalikan seluruh pelaksanaan pendidikan 
(Muthohar, 2007: 32). Kiai merupakan elemen penting dari suatu pesantren. Ia 
seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa 
pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi 
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kiainya. Maka seorang kiai memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tradisi 
pesantren. Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kiai dapat 
menyelesaikan masalah keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman 
pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, ia 
akan semakin dikagumi. 
Seorang kiai diharapkan dapat menunjukan kepemimpinannya, 
kepercayaannya kepada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang 
yang datang meminta nasihat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga 
diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang, tanpa melihat tinggi 
rendah status sosial, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh 
pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan 
keagamaan, seperti memimpin shalat lima waktu, memberikan khutbah Jum’at 
dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain (Zamakh syari 
Dhofir, 2011: 99). 
e. Santri 
Santri termasuk salah satu komponen penting dari beberapa komponen 
pesantren. Menurut Madjid (Zulfiqar, 2015: 210) setidaknya ada dua konsepsi 
kata “Santri” berkenaan dengan asalnya. Pertama, kata “Santri” berasal dari 
bahasa Sanskerta “Shastri yang artinya mampu membaca. Kedua, kata 'Santri' 
berasal dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu pergi 
menemani gurunya. Kata santri mendasari kata pesantren sehingga kata 
pesantren yang merupakan kata jadinya berarti tempat pendidikan manusia baik-
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baik (Tim LPP-SDM, 2010: 141). Jumlah santri dalam sebuah pesantren 
biasanya dijadikan tolak ukur atas maju mundurnya suatu pesantren. Akan tetapi 
tingkat pencapaian prestasi siswa dalam sistem tradisional diukur dengan 
totalitas siswa sebagai pribadi, perilaku dan moral. Kesalehannya dipandang 
sama atau sebenarnya lebih tinggi dalam mementingkan pencapaian 
kemanfaatan dalam bidang lainnya (Muthohar, 2007: 34). Adanya perbedaan 
yang ditunjukan para santri bila dibandingkan dengan komunitas luar, baik yang 
menyangkut pakaian, kesehatan maupun tingkah laku. Perlu diketahui bahwa, 
menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua bagian, yaitu: (a) Santri mukim, 
yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam 
kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantern 
tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang 
tanggung jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga 
memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar 
dan menengah. (b) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa 
di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk 
mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik kerumahnya sendiri. Santri 
dapat berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, setelah santri merasa 
cukup lama di satu pesantren. Biasanya perpindahan ini dimaksudkan untuk 






C. Penelitian Yang Relevan  
Studi mengenai pembiayaan pendidikan khususnya di pesantren masih 
sedikit, kebanyakan membahas mengenai pembiyaan di sekolah umum. Namun 
demikian peneliti secara mendalam dalam mengkaji serta menelusuri tentang kajian 
yang dapat digunakan dalam referensi maupun teori yang dibutuhkan. Penelitian 
yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 
1. Tesis yang disusun oleh Fauziyah (2014), dengan judul “Pengelolaan Pembiayaan 
Pendidikan Dalam Meningkatkan Kemandirian Pesantren Salaf.” Penelitian ini 
merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus untuk mengali 
informasi secara medalam tentang pengelolaan pembiayaan di pesantren Sidogiri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem 
pengelolaan pembiayaan pendidikan dan faktor-faktor yang mendorong 
kemandirian Pondok Pesantren Sidogiri dalam pengelolaan pembiyaan 
pendidikan. Objek kajian atau tempat penelitian dilakukan di Pondok Pesantren 
Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. 
Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai brikut: (a) 
pengelolaan pembiayaan di Pesantren Sidogiri dilakukan berdasarkan fungsi 
manajemen yaitu mulai perencanaan, perencanaan yang dilakukan dengan cara 
button up (dari bawahan ke atas) usulan perencanaan dari bawah akan dibawa dalam 
rapat pleno dan selanjutnya diputuskan oleh tim perumus. Pelaksanaan, Setelah 
ditetapkannya perencanaan selanjutnya dilakukan pelaksanaan yang telah ditetapkan 
oleh tim perumus dalam rapat pleno dengan disesuaikan pada anggaran pendapatan 
yang ada. Pengawasan dilakukan oleh bendahara umum pondok pesantren terhadap 
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bagian-bagian terkait. Evalusasi dilakukan dengan laporan pertanggungjawaban 
guna mengetahui efektivitas dalam pengunaan angaran, setelah itu hasil evaluasi 
dijadikan referensi dalam pembiayaan kedepan. (b) Pondok Pesantren Sidogriri 
menggunakan prinsip jujur, amanah, ikhlas, tuntas dalam menunjang dalam 
pengelolaan pembiayaan pondok pesantren. Selain itu, menjalin komunikasi yang 
baik antar pengurus merupakan hal penting dalam pengelolaan pembiayaan pondok 
pesantren. (c) Keberhasilan dalam pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren 
Sidogiri beradabkan pada tersedianya sarana prasarana yang serba modern, 
terpenuhinya angaran program pendidikan dan efesiensi biaya pendidikan. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak 
pada aspek pembahasannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
evaluasi, dalam pembiayaan pendidikan. Adapun  Perbedaannya terletak pada objek 
kajian, bila dalam penelitian ini hanya megunakan satu tempat sebagai objek kajian 
peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan mengunakan dua tempat sebagai 
objek kajian dengan mengunakan pendekatan kualitatif. 
2. Selanjutnya penelitian yang lain yaitu Tesis yang disusun oleh Hengki 
Pramusito (2010) dengan judul Keefektifan Manajemen Program BOS pada 
SMPN di Kabupaten Magelang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap 
keefektivan manajemen program BOS pada SMP Negeri  di  Kabupaten Magelang 
diukur dari komponen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta 
pelaporan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryati (2012) dengan judul “Pengembangan 
Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota 
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Magelang” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang 
manajemen serta pengelolaan kegiatan sekolah yang mana dalam penelitian tersebut 
ditemukan sekolah masih kurang transparan dalam pembiayaan pendidikan. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahdatunisak (2002) dengan judul Manajemen 
Sumber Dana Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren M. Arsyad Albanjari 
Balikpapan, Kalimantan Timur) fokus penelitian ini adalah untuk memahami 
manajemen sumber dana pesantren ditinjau dari fungsi-fungsi manajamen dan latar 
belakang pondok pesantren yang menggunakan manajemen terbuka (open 
management) ditinjau dari aktualisasi manajemen sebagai berikut: (a) perencanaan 
sumber dana dilakukan secara kolektif, (b) pengorganisasian dibagi atas masing-
masing bagian sesuai dengan proporsional masing-masing, (c) pengarahan 
dilakukan langsung oleh pengasuh (kiai) dalam menentukan kebijakan. 
Adanya penelitian terdahulu membantu peneliti untuk semakin dalam 
menggali pegetahuan mengenai pembiayaan pendidikan. Dalam penelitian ini 











D. Kerangka Pikir 
Upaya pencapaian mutu dan keberlangsungan pendidikan yang efektif 
merupakan prioritas pembangunan pendidikan nasional. Untuk mencapai itu semua 
diperlukan keterkaitan antara komponen-komponen pedukung pendidikan baik dari 
segi sumberdaya manusia, maupun pembiayaan yang merupakan suatu komponen 
yang sangat penting. Secara umum pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses 
yang kompleks, di dalamnya terdapat keterkaitan pada setiap komponen yang 
bersifat mikro maupun makro. Sebuah lembaga pendidikan harus dapat mengelola 
pembiayaan pendidikan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai tahap 
evaluasi. Hal ini akan sangat membantu lembaga pendidikan dalam mencapai visi 
dan misi yang telah di tetapkan. 
Pondok Pesantren Darussalam dan Mukhtar Syafa’at  merupakan lembaga 
yang bergerak dalam dakwah dan pengkaderan serta menjadi pusat kajian studi 
Islam. Untuk mencapai visi misi pesantren, Pondok Pesantren Darussalam  dan 
Mukhtar Syafa’at selalu berupaya untuk menjaga stabilitas antar elemen, baik dari 
pengelolaan sumberdaya manusia (human resource) maupun keuangan (economic). 



















Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
E. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas dapat peneliti menyusun 
pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok 
Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafa’at? 
2. Bagaimana pengorganisasian dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 
Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafa’at? 
3. Bagaimana pelaksanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok 
Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafa’at? 
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4. Bagaimana pengawasan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok 
Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafa’at? 
5. Bagaimana evaluasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Pondok 
Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Mukhtar Syafa’at? 
6. Darimana sumber pembiayaan yang paling dominan di Ponpes Darussalam Dan 
Mukhtar Syafa’at? 
7. Bagimana sistem pendistribusian keuangan pendidikan di Ponpes Darussalam 
dan Mukhta Syafa’at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
